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Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemberian kewenangan pengawasan perbankan
kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan dan bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa K euangan dengan lembaga yang terkait pengawasan
perbankan. Hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana bentuk pemberian kewenangan pengawasan
perbankan kepada Otoritas jasa keuangan dan bagaimanakah bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa
Keuangan dan lembaga yang terkait pengawasan perbankan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa belum ada suatu mekanisme yang menjadi kriteria pel aksanaan pengawasan
perbankan. Oleh karenaitu diperlukan suatu kriteria yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang yang
mengatur mengenai pelaksanaan teknis koordinasi di bidang pengawasan perbankan.

<hr>Thisthesis explain and analyze the delegation of authority for banking supervision to the Indonesia
Financia Services Authority ("OJK") in accordance to Law No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services
Authority and the form of coordination between Indonesia Financial Services Authority and relevant
banking supervision institutions. The question arising are what form of delegation of authority for banking
supervision is given to Indonesia Financial Service Authority and what form of coordination is carried out
between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions.

This research use a normative-juridical method with literature studies. The conclusion that can be found
based on the research, there hasn't been a mechanism that sets a criteriafor the implementation of banking
supervision. Therefore, there are needs to a set forth criteriain aregulation on technical implementation of
coordination in banking supervision.
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